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EPISTIMOLOGI HUKUM PADA ALIRAN
SOCIOLOGICAL YURISPRODENCE

Oleh : Putu Dyatmikawati *
ABSTRACT

Episternology is generally classified into the philosophy because it is a philosophical
discipline. Meanwhile people say that epistemology is the philosophy itself However the
philosophy try to acquire the basic and deep knowiedge regarding all things. So it was obvious
that the essence of philosophy is the knowledge itself and the philosophy of knowledge is
epistemology.

Study of the Law Epistemology on the Sociological yurisprodence cumrent discusses the
legal concept that serves as a tool of social engineering society, in a sense not just a"tool” to
preserve the status quo but it's also as a means of community renewal.

Study results showed that: (i) there are three considerations to be encouraged and be
benefit of discussing epistemology, namely : a strategic, culture and education considerations,
(i) legal binding mechanism law is formed by the ruler (the country) and based on the values
those grow in the community, (i) the epistemology of sociological yurisprudence current is
through the methods of process systems theory. In the system theory, the law is also viewed as
a syslem (input-system mechanism- output), (i) the development of epistemology sociological
yurisprudence firstly socialized by Talcot Parson, by adding a legal law function through
structural functional current, which means that each system in an sociely has its own function.

1.1 Latar Belakang
1. Pentingnya Mempelajari Epistemologi

Epistemologi tumbuh dan berkembang
didasarkan atas pengalaman manusia bahwa
pengetahuan bergerak dalam dua tataran,
yaitu tataran yang sifatnya spontan dan
reflektif. Dua tataran ini nampaknya khas
dalam pengetahuan manusia, sebab manusia
dapat mengetahui dirinya mengetahui, diri-
nya keliru, dirinya benar, dirnya tambah
pengetahuan dan lain sebagainya. Manusia
dapat tahu kalau dirinya mengetahui & bisa
tahu pula kalau dirinya tidak mengetahui.

Dalam proses evolusi kesadaran
sering manusia dihadapkan pada masalah-
masalah yang lebih memacu tumbuhnya
kesadaran epistemologikal baik secara
psikologis emosional maupun intelektual.
Manusia dipacu untuk lebih memper-
masalahkan pengetahuannya ketika mereka
dihadapkan pada problem adanya pendapat
pendapat yang saling berbeda, manusia
dihadapkanpada kekeliruan bahkan kadang

kadang membuat kekeliruan; manusia
dihadapkan kepada konflik-konflik yang
menyangkut pengetahuan, misalnya saat
antara subyektif dan obyektif, antara aktif
dan pasif, antara absolut dan nisbi, antara
berbagai ajaran dan teori dan sebagainya.
Manusia kemudian mempermasalahkan
pengetahuan, bahkan mulai menyusun
tingkatan kwalitas pengetahuan manusia.

Secara umum epistemologi digolong-
kan ke dalam filsafat. Epistemologi adalah
salah satu disiplin kefilsafatan. Sementara
orang mengatakan bahwa epistemologi
adalah filsafat itu sendir. Bagaimanapun
filsafat berusaha memperoleh pengetahuan
mendasar dan mendalam mengenai segala
sesuatu. Maka jelas sekali bahwa inti dari
filsafat adalah pengetahuan itu sendiri dan
filsafat mengenai pengetahuan itu adalah
epistemologi (Pranarka, 1987). Maka itu di
dalam pertumbuhan filsafat terjadilah per-
bedaan antara Epistemologi, Ontologi dan
Deontologi. Epistemologi =sdalah disiplin
kefilsafatan mengenai pengetahuan; Ontologi
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adalah disiplin kefilsafatan mengenai struktur
semesta dan Deontologi adalah disiplin
kefilsafatan mengenai hal-hal yang sifatnya
normatif, meliputi etika perorangan serta
etika sosial. Dalam perkembangan lebih
lanjut Epistemologi dipilah lagi menjadi
Epistemologi Dasar (General Epistemology)
& Epistemologi Khusus. Epistemologi Dasar
membahas teori-teori mengenai pengetahu-
an quo, kebenaran maupun kepastian quo.
Sedangkan Epistemologi Khusus akan
berbicara tentang pengetahuan khusus
tertentu misalnya tentang sejarah, ilmu
pengetahuan alam, tentang metodologi,
tentang ilmu pengetahuan sosial dan [ain
sebagainya.

Dengan demikian dapatiah dikatakan
bahwa obyektum matenale dari Epistemologi
Dasar itu adalah pengetahuan.

Mengapakah kita harus membahas
Epistemologi?

Ada tiga pertimbangan yang menjadi
dorongan atau penggerak dari manfaat mem-
pelajari epistemologi yaitu :

Pertama ialah pertimbangan strategis.
Strategi memandang sesuatu sebagai
kekuatan. Dalam kerangka inilah kita ber-
bicara tentang aspek pengetahuan sebagai
kekuatan. Apabila pengetahuan adalah suatu
kekuatan yang telah dan akan terus mem-
bentuk kebudayaan, menggerakkan sejarah
& mengubah dunia, maka sudah semesti-
nyalah kita berusaha memahami apa itu
pengetahuan, bagaimana sifat serta hakikat-
nya, keterbatasannya, apa kemungkinan &
permasalahannya. Sebagai illustrasi dapat
dilihat bagaimana pengetahuan itu telah
mengikuti perkembangan teknologi dan
selanjutnya makin memacu perkembangan
tersebut, sehingga terjadilah proses per-
adaban yang berpengaruh terhadap hidup
dan kehidupan manusia dimana teknologi
lahir pada mulanya dar penemuan.

Penemuan itupun terjadi akibat dari
pengetahuan. Teknologi makin berkembang
pesat ketika terjadi perpaduan antara
teknologi, studi dan penelitian iimiah, maka
pengetahuan modem-pun tumbuh men-
dampingi pertumbuhan teknoiogi. Dan ber-

sama dengan perkembangan ekonomi, maka
semuanya merupakan kekuatan-kekuatan
utama yang membentuk peradaban global
dewasa ini. Kekuatan suatu negara akan
ditentukan oleh kekuatannya di bidang
ekonomi, teknologi dan pengetahuan yang
mendukungnya.

Kedua pertimbangan kebudayaan.
Berbicara mengenai kebudayaan adalah
berbicara manusia itu sendin. Masalah
epistemologi maupun kebudayaan dapat
dirumuskan masalah hubungan antara
pengetahuan dan manusia. Pengetahuan
lazim dipandang sebagai unsur dasar
kebudayaan disamping unsur-unsur yang
lainnya seperti : sistem ekonomi, sistem
teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem
bahasa, sistem seni dan sistem relasi
Dengan pengetahuan, manusia berusaha
membudayakan diri, alam dan masyarakat.
Hubungan antara epistemologi dengan
kebudayaan itu nampak jelas dalam sejarah
kebudayaan barat. Telaah sejarash atas
perkembangan epistemologi modern dan
sejarah kebudayaan barat modemn, sampai
kepada situasi kontemporer dewasa ini
secara jelas mengungkapkan kaitan anasi
kontemporer dewasa ini secara jelas
mengungkapkan kaitan antara epistemologi
dan kebudayaan. Epistemologi merupakan
penggerak kebudayaan modemn.

Ketiga pertimbangan pendidikan.
Epistemologi bermanfaat untuk bidang
pendidikan. Hubungan antara pendidikan
maupun pengetahuan amat erat, apalagi
didasari bahwa pengetahuan merupakan
faktor strategis dan ikut membentuk per-
tumbuhan kebudayaan serta peradaban
manusia.

Pendidikan itu sendiri dipandang
sebagai proses pengetahuan, terutama
karena aspek pengajaran merupakan bagi
an utama dari proses pendidikan. Ini berarti
bahwasannya mereka yang terlibat perlu
mengetahui sifat, hakekat dan pertumbuhan
pengetahuan. Dalam kaitan dengan pen-
didikan tersebut, maka informasi mengenai
perkembangan pengetahuan di dunia men-
jadi amat penting. Pengetahuan berubah
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dan kadang kala mengubah kebudayaan
dan peradaban. Hal ini perlu diamati,
terutama apabila kita tidak ingin ketinggalan
dalam kemajuan peradaban manusia saat
ini dan masa yang akan datang. Megara-
negara yang telah maju memusatkan
perhatiannya pada aneka penelitian dan
pengembangan. Disini mereka membicara-
kan tentang industri pengetahuan. Di dalam
tataran seperti itu pengetahuan menjadi
faktor kekuatan yang dapat mendukung
majunya dan kuatnya suatu masyarakat.

Namun disamping pendidikan tersebut,
penting pula dibangun sikap yang tepat
terhadap pengetahuan. Bukan manusia
untuk pengetahuan sesuatu akan tetapi
pengetahuan untuk manusia. Melalui pen-
didikan orang disiapkan untuk menguasai
pengetahuan dan juga membudayakan
pengetahuan itu sendin. Disinilah penting-
nya epistemologi

limu Hukum sebagai ilmu bertujuan
untuk mencari kebenaran. Kebenaran
didefinisikan sebagai persesuaian antara
pengetahuan dan obyeknya, oleh sebab itu
kebenaran sering disebut juga sebagai
obyektifitas. Definisi di atas menegaskan
bahwasanya terdapat hubungan antara
pengetahuan dangan obyek. Pengetahuan
berada di dalam mentalitas diri manusia
sedangkan obyek berada dalam dunia
nyata. Untuk menyatakan hubungan inilah
terdapat berbagai pendapat. Pertentangan
pendapat terjadi antara penanut empirisme
dengan rasionalisme. Menurut empirisme,
pengetahuan adalah sejumiah pengalaman
manusia sedangkan penganut rasionalisme
berpendapat hanya akallah yang dapat
mengetahui obyek.

Apabila kita melihat bahwa (i) kaidah
hukum dapat ditemukan dalam hukum yang
tertulis & tercatat, (i) pembentukan hukum
yang hidup tidak lepas dan legitimasi
kewibawaan yang mengakibatkan adanya
pertimbangan nilai, maka dapat disimpulkan
bahwa kaidah hukum tidak semata-mata
berupa fakta empiris, tetapi juga berupa hal
rasional (Sugijanto Darmadi, 1998).

1.2 Aliran Sociological Yurisprudence

Berbeda dengan madzhab sejarah
yang mengansumsikan hukum itu tumbuh &
berkembang bersama dengan perkembang-
an masyarakat, sehingga hukum digerak-
kan oleh kebiasaan, Aliran sociological
yurisprudence  berpendapat  sebaliknya.
Hukum justru yang menjadi instrumen untuk
mengarahkan masyarakat menuu kepada
tujuan yang diinginkan, bahkan kalau periu
menghilangkan kebiasaan masyarakat yang
dipandang negatif (D. Darmodiharjo, 1999).

Tokoh aliran sociofogical yurisprudence
adalah Eugen Ehrich dan Roscoe Pound.
Eugen Ehrlich dianggap sebagai pelopor
aliran ini mengatakan bahwa hukum positif
baru akan memiliki daya berlaku efektif
apabila selaras dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe
Pound terkenal dengan teorinya bahwa
hukum adalah alat untuk mempebaharui
masyarakat Untuk dapat memenuhi
peranannya sebagai alat tersebut, Pound
membuat kiasifikasi atas kepentingan
kepentingan yang harus dilindungi oleh
hukum. Salah satu kesimpulan yang dapat
ditarik dari klasifikasi itu adalah bahwa
klasifikasi tersebut membantu menjelaskan
premis-premis hukum, sehingga pembentuk
undang-undang, hakim, pengacara dan
pengajar hukum menyadari akan priinsip-
prinsip dan nilai-niiai yang terkait dalam
setiap persoalan khusus. Dengan perkata-
an lain, klasifikasi itu membantu meng-
hubungkan antara prinsip (hukum) dan
prakteknya.

Di Indonesia konsep Pound tersebut
di atas dikembangkan oleh Mochtar
Kusumaatmaja. Hukum dalam konsep
Mochtar tidak diartikan sebagai “alat”, tetapi
sebagai “sarana” pembaruan masyarakat.
Pokok-pokok pikiran yang melandasi
konsep tersebut, adalah :

1. bahwa ketertiban dan keteraturan dalam
usaha pembangunan dan pembaruan itu
memang diinginkan, bahkan mutiak
peru ;
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2. bahwa hukum dalam arti kaidah diharap-
kan dapat mengarahkan aneka kegiatan
masyarakat ke arah yang dikehendaki
oleh pembangunan dan pembaruan itu.

Untuk itu diperlukan saran berupa
peraturan hukum yang tertulis (baik berupa
perundang-undangan maupun yurisprudensi)
dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus
sesuai dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat. Mengingat aliran sociologica
yurisprudence dikembangkan di Indonesia
oleh Mochtar Kusumaatmaja, maka kita
perlu mengetahui bagaimana perkembang-
an itu dalam rangka pembinaan hukum
nasional, dengan memahami terlebih dahulu
aliran sociological yurisprudence.

il. PEMBAHASAN

2.1 Obyek Kajian Sociological
Yurisprodence

Obyek kajian sociological yunsprudence
terdiri atas:

1. Konsep Hukum

2. Mekanisme mengikatnya Hukum, dan
3. Bentuk

1. Konsep Hukum

Konsep hukum dar sociological
yurisprudence adalah sebagai sarana pem-
baruan masyarakat. Roscoe Pound salah
seorang utama dar pendukung sociclogical
yurisprudence mengatakan, hukum dapat
berfungsi sebagai alat untuk merekayasa
masyarakat (law as a tool of social
engineering), tidak sekedar melestarikan
status qua. Hukum justru menjadi instrumen
untuk mengarahkan masyarakat menuju
kepada tujuan yang diinginkan, bahkan
kalau perlu menghilangkan kebiasaan
masyarakat yang dipandang negatif.

Menurut Satjipto Rahardjo, langkah
yang diambil dalam social engineering
bersifat sistematis, dimulai dan identifikasi
problem sampai dengan jalan pemecahan-
nya yaitu:

1) mengenai problem yang dihadapi sebaik
baiknya, termasuk di dalamnya ialah
mengenali dengan seksama masyarakat

yang hendak menjadi sasaran darn
penggarapan tersebut.

2) memahami nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat. Hal ini penting kalau social
engineering itu hendak diterapkan pada
masyarakat pada sektor-sektor kehidup-
an majemuk, seperti tradisional, modem
maupun perencanaan. Pada tahap ini
ditentukan nilai-nilai dan sektor mana
yang dipilih.

3) Membuat hipotesis-hipotesis & memilih
mana yang paling layak untuk bisa
dilaksanakan.

4) Mengikuti jalannya penerapan hukum
dan mengukur efek-efeknya.

Eugen Ehrich, salah satu penganut
sociclogical  yurisprudence beranggapan
bahwa hukum tunduk pada kekuatan-
kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri
tidak mungkin efektif, oleh karena ketertib-
an di dalam masyarakat didasarkan pada
pengakuan sosial terhadap hukum dan
bukan karena penerapannya secara resmi
oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial
didasarkan pada fakta diterimanya hukum
yang didasarkan pada aturan dan norma
sosial yang tercermin dalam sistem hukurmn.
Mereka yang berperan sebagai pihak yang
mengembangkan satu sistem hukum harus
mempunyai hubungan yang erat dengan
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat
bersangkutan. Kesadaran itu harus ada
pada setiap anggota profesi hukum yang
bertugas mengembangkan hukum yang
hidup maupun menentukan ruang lingkup
hukum positif dalam hubungannya dengan
hukum yang hidup.

Di lain pihak, Roscoe Pound yang
terkenal dengan teorinya bahwa hukum
adalah suatu sarana untuk memperbaharui
masyarakat, mengatakan bahwasanya agar
hukum bisa memenuhi peranannya sebagai
sarana tersebut, maka Pound membuat
penggolongan atas kepentingan-kepentingan
yang harus dilindungi oleh hukum sebagai
berikut :

a. Kepentingan umum (public interest)
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1) Kepentingan negara sebagai badan
hukum

2) Kepentingan negara sebagai penjaga
kepentingan masyarakat.

b. Kepentingan masyarakat (social interesf)

1) Kepentingan akan kedamaian dan
ketertiban;

2) Perdindungan bagi lembaga-lembaga
sosial;

3) Pencegahan kemerosotan akhlak;

4) Pencegahan pelanggaran hak;

5) Kesejahteraan sosial.

c. Kepentingan pribadi (prival interesf)
1) Kepentingan individu,
2) Kepentingan keluarga, dan
3) Kepentingan hak milik

Dari klasifikasi tersebut dapat ditarik
dua hal, yaitu pertama FPound telah
melakukan pendekatan terhadap hukum
sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan
sebagai alat dalam perkembangan sosial.
Kedua bahwa klasifikasi tersebut mem-
bantu menjelaskan premis-premis hukum,
sehingga membuat pembentuk undang-
undang, hakim, pengacara dan pengajar
hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan
nilai-nilai yang terkait pada tiap-tiap per-
spalan khusus. Dengan perkataan lain,
klasifikasi itu membantu menghubungkan
antara prinsip hukum dan prakteknya.

2. Mekanisme Mengikatnya Hukum

Sociological  yurisprudence  ber-
pendapat bahwa hukum menjadi instrumen
untuk mengarahkan masyarakat menuju
kepada tujuan yang diinginkan, bahkan
kalau perlu menghilangkan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat yang dipandang
negatif. Hukum dibentuk oleh penguasa
didasarkan atas nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu
pembentuk  undang-undang menyadari
akan prinsip-prinsip dan nilai-niiai  yang
terkait pada tiap-tiap perscalan khusus.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
hukum telah memenuhi unsur yuridis dan
sosiologis. dalam arti bahwa hukum itu
dibentuk oleh penguasa (negara) dan

diterima oleh masyarakat bersangkutan
karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada
dalam masyarakat. Dengan demikian
hukum mempunyai kekuatan mengikat.

2. Bentuk

Titik pusat perkembangan hukum tak
terletak pada undang-undang, putusan
hakim ataupun ilmu hukum, tetapi pada
masyarakat itu sendiri. Dengan demikian
menurut aliran sociological yurisprudence,
bentuk hukum yang utama adalah kebiasa-
an.

Mengingat bahwa di dalam aliran
sociological yurisprudence konsep hukum
diartikan sebagai “alat” untuk merekayasa
masyarakat, atau sebagai sarana pembaru-
an masyarakat, maka bentuk lainnya
adalah peraturan perundang undangan dan
yurisprudensi.

2.2 Epistemologi pada Aliran
Socialogical Yurisprodence

Metode yang dipergunakan dalam
aliran sociofogical yurisprudence adalah :
1. Teori Sistem
2. Proses

1. Teori Sistem
Ciri-ciri dan teori sistem adalah:

Pertama mampu memenuhi kritik terhadap
metogologi analitis. Hal ini berhubungan
dengan pusat perhatian teor sistem, yaitu
apa yang disebut “sistem” atau “keseluruhan”.
Suatu teori yang fungsinya tidak dapat
dipenuhi oleh metode analitis, terutama
dalam hal mempelgjari sesuatu yang
bagian bagiannya tidak dapat dipisahkan,
dan jika dipaksakan pemisahannya akan
mengakibatkan lenyapnya makna masing-
masing bagian yang dipisahkan itu. Contoh,
seorang suami tidak dapat diteliti secara
terpisah dari istrinya. Jika dipaksakan, maka
sebagian kebenaran dipastikan lenyap,
yaitu peranan khas suami dalam kehidupan
keluarga atau sebagai suami dan istrinya
takkan pernah terungkap. Oleh karena
pemisahan itu berarti mengembalikan si
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suami sebagai individu, yaitu sebagaimana
ciri laki-laki pada umumnya.

Kedua mampu melukiskan kekhususan hal
yang disebut sistem itu. Bertolak dari difinisi
“sistem”, jika sistem diartikan sebagai suatu
kompleks elemen dalam suatu kesatuan
interaksi, maka tentara atau polisi bukanlah
sistemn, melainkan satu kesatuan yang
merupakan bagian dan sistem yang lebih
besar, yaitu angkatan bersenjata. Demikian
pula halnya dengan undang-undang, ia
bukanlah suatu sistem, melainkan hanya
merupakan bagian dan sistem yang lebih
besar yaitu sistem hukum.

Ketiga mampu menjelaskan kekaburan hal-
hal yang termasuk dalam suatu sistem. Hal
ini berhubungan dengan fungsi klasifikasi
dalam sistem untuk membentuk penjelasan
setiap bagian dari sistem tersebut dan juga
penegasan sifat umum sistem yang mungkin
diterapkan terhadap berbagai kesatuan.

Keempat menegaskan sifat scientific dari
teori sistem. Cir penting dar suatu teori
sains adalah kemampuannya untuk mem-
prediksi kejadian-kejadian masa depan.
Untuk menjelaskan hal ini, dalam teori
sistemn terlebih dahulu perlu  disusun
beberapa ciri dar suatu kesatuan. Dari
formulasi dasar ini teon sistem memberikan
beberapa penekanan dan esensi sistem
dan suatu kesatuan, yaitu :

a. Pertama, mengenai esensi dan sistem
suatu kesatuan:

b. Kedua, mengenai hakekat dari setiap
bagian yang membentuk suatu sistem

€. Ketiga, mengenai cara yang seharusnya
dalam menganalisis suatu satuan yang
besar dan bagian-bagian yang mem-
bentuk satuan itu.

Jika dipandang secara keseluruhan,
maka teori ini mampu memprediksi kejadian
kejadian masa depan dan koreksi terhadap
cara pandang sains cartesian, bahkan lebih
mendahului Galileo Gelelei maupun konsep
mesinisasi dari Issac Newton.

2. Proses

Metode ini dilakukan melaiui mekanis-
me sistem. Bermula dan input (masukan),
diclah melalui satu mekanisme sehingga
menghasilkan oulput (keluaran). Misalnya,
Undang-Undang Perkawinan (UU No.1
Tahun 1974). Masukan dari adanya ketidak-
adilan terhadap harkat dan martabat kaum
perempuan dalam konteks perkawinan
{yang dilaksanakan melalui Hukum Adat).
Perjuangan kaum perempuan tersebar
dalam berbagai organisasi wanita mengaju-
kan tuntutan. Hal ini dalam teori proses
berupa input (masukan). Dalam mekanisme
sistem, inpuf ini diolah melalui lembaga
pembentuk undang-undang, yang akhirmya
menghasilkan output berupa Undang-
Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.

Mekanisme
Input > Sister: ) Output

2.3 Perkembangan Epistimologi Aliran
Socialogical Yurisprodence

Konsep hukum sebagai satu saran
pembaruan masyarakat mengingatkan kita
kepada pemikiran Roscoe Pound, salah
seorang pendukung utama Sociological
Yurisprudence. Pound mengatakan hukum
dapat berfungsi sebagai alat merekayasa
masyarakat, tidak sekedar melestarikan
status quo { Darmadiharjo, 1999). Pendapat
Roscoe Pound ini mendapat tambahan dari
Talcot Parson, dengan pandangannya yang
bersifat fungsional. Pada pandangan ini
hubungan hukum masyarakat hanya dilihat
dari segi keterkaitannya. Aliranya disebut
dengan aliran Fungsional Struktural, yang
memandang masyarakat secara sistematik,
yakni sebagai suatu sistem yang saling
berhubungan dan memiliki fungsi tertentu.
Sistem sosial adalah salah satu dari sub
sistem-sub sistem tindakan manusia. Sub
sistem lainnya adalah sistem organisme,
sistem pribadi dan sistem kultural. Keempat
sub sistem tersebut memiliki fungsi masing-
masing/sendiri. Sistem sosial berfungsi
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mempertahankan pola (latency or patterns
maintenance), sistem pribadi berfungsi
mencapai tujuan (goal) maupun sistem
organisme mempunyai fungsi integrasi
adaptasi {(adaptation). Titik berat hukum
adalah pada fungsi integrasi yakni mengarah-
kan hukum untuk mengakomudasikan
keseluruhan sistem sosial kemasyarakatan
atau untuk mengurangi konflik-konflik dan
melancarkan proses interaksi pergaulan
sosial (Sugijanto Darrnadi, 1988).

Di Indonesia sociofogical yurispruderice
berkembang melalui konsep Pound, oleh
Mochtar Kusumaatmaja, seorang Guru
Besar Fak. Hukum Universitas Pajajaran.
Menurutnya hukum tidak cukup berperan
sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana
pembaruan masyarakat. Pemikiran ini oleh
sejumlah ahli hukum Indonesia disebut
sebagai madzhab tersendiri dalam filsafat
hukum yaitu Madzhab Filsafat Hukum
Unpad.

Dalam konsep Mochtar ini ada 2 hal
yang perlu mendapat perhatian untuk mem-
bedakannya dengan konsep Pound tentang
hukum, yaitu .

1. latar belakang yang melandasi konsep
bahwa hukum tidak diartikan sebagai
“alat” akan tetapi sebagai “sarana’
pembaruan masyarakat, yaitu .

a. bahwa ketertiban dan keteraturan
dalam usaha pembangunan dan pem-
baruan memang diinginkan bahkan
mutlak perlu.

b. bahwa hukum dalam arti kaidah
" diharapkan bisa mengarahkan kegiat-
an manusia ke arah yang dikehendaki
oleh pembangunan dan pembaruan
itu. Oleh karena itu diperlukan sarana
berupa peraturan hukum yang tertulis
(baik perundang-undangan maupun
yurisprudensi) dan hukum yang ber-
bentuk tertulis itu harusliah sesuai
dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat

2. Pengertian saran luas dan pada "alat’
(tool). Alasalnnya adalah :

a. di Indonesia peranan perundang-
undangan dalam proses pembaruan
hukum lebih menonjol, bila dibanding-
kan misalnya dengan Amerika Serikat
yang menempatkan yurisprudensi
pada tempat yang lebih penting ;

b. konsep hukum sebagai alat, akan
mengakibatkan hasil yang tidak jauh
berbeda dari penerapan legisme
sebagaimana pernah diterapkan pada
zaman Hindia Belanda, dan di
Indonesia ada sikap yang menunjuk-
kan kepekaan masyarakat untuk
menolak penerapan konsep seperti
it

C. apabila "hukum"disini termasuk juga
hukum internasional, konsep hukum
sebagai saran pembaruan masyarakat
sudah diterapkan jauh sebelum
konsep ini diterima resmi sebagai
landasan kebijakan hukum nasional.

Sebelum memutuskan apa-apa yang
hendak dikembangkan sebagai hukum
nasional, Mochtar menganjurkan agar di-
lakukan penelitian-penelitian terlebih dahulu
untuk menentukan bidang hukum apa yang
perlu diperbarui dan bidang hukum apa
yang dibiarkan berkembang dengan sendiri.
Mochtar melihat bahwa untuk hukum-
hukum yang tidak netral pembangunannya
diupayakan sedekat mungkin berhubungan
dengan budaya dan kehidupan spiritual
bangsa. Di sisi lain pada bidang hukum
yang sifatnya netral, seperti kontrak, tata
niaga dapat diatur meifalui hukum per-
undang-undangan nasional. Dan untuk
bidang lain yang lebih netral seperti
komunikasi, pelayaran, dapat meniru model
yang telah dikembangkan dalam sistem
hukum asing.

lil. PENUTUP
3.1 Simpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut

1. ada tiga pertimbangan yang menjadi

dorongan pengerak dan manfaat mem-
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bahas epistemologi yaitu pertimbangan
strategis, kebudayaan dan pendidikan,
artinya kemajuan suatu bangsa sangat
tergantung pada kekuatannya di bidang
teknologi, ekonomi serta pengetahuan
yang mendukungnya. Teknologi dimulai
dari adanya penemuan. penemuan
dimulai dari penelitian dan penelitian itu
sumbernya adalah ilmu pengetahuan.
Epistemologi sebagai penggerak dari
kebudayaan modern & juga membudaya-
kan pengetahuan, sehingga mewujud-
kan prinsip bukanlah manusia untuk
pengetahuan, melainkan sebaliknya.

2. bahwa konsep hukum menurut aliran
sociological yurisprudence adalah hukum
berfungsi sebagai alat merekayasa
masyarakat (law as a tool of social
engineering), tidak sekedar melestarikan
status quo. Menurut M.Kusumaatmaja,
bahwa pengertian "sarana” jauh lebih
luas daripada "alat”. Hukum dapat ber-
fungsi sebagai satu sarana pembaruan
masyarakat namun hukum yang dibentuk
itu harus sesuai dengan hukum yang
ada dalam masyarakat. Perkembangan
aliran ini di Indonesia dilakukan oleh
Mochtar Kusumaatmaja dalam rangka
pembangunan hukum nasional. Hal ini
menyebabkan aliran ini menjadi penting.

3. konsep hukum dan aliran sociological
yurisprudence adalah sebagai sarana
pembaruan masyarakat di samping
sebagai alat.

4. mekanisme mengikatnya hukum adalah
dibentuk oleh penguasa (negara) di-
dasarkan atas nilai-nilai yang tumbuh
dalam masyarakat.

5. bentuk hukum: kebiasaan, peraturan
perundang-undangan dan yuriprudensi.

6. epistemologi pada aliran sociological
yurisprudence melalui metode  teori
sistem dari proses. Dalam tecri sistem,
hukum dipandang sebagai suatu sistem.
Dan di dalam Metode proses memakai
mekanisme sistem, dan input melalui
mekanisme sistern  keluaran menjadi
output,

7. perkembangan epistemologi sociological
yurisprudence mulai dan Talcot Parson
dengan menambahkan fungsi hukum
melalui aliran fungsional struktural,
bahwa masing-masing sistem dalam
masyarakat mempunyai fungsi masing-
masing :
Sistem sosial
Sistem kultural

— fungsi integrasi

—» fungsi memper-
tahankan pola

— fungsi mencapai
fujuan

Sistem organisme—asfungsi adaptasi.

Sistem pribadi

B. aliran sociological yursprudence di-
kembang kan di Indonesia oleh Mochtar
Kusumaatmaja. Hukum bukan saja
sebagai "alat’, melaikan juga sebagai
“sarana” pembaruan masyarakat,
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